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ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 Ayat (3), UndangUndang Nomor 15 Tahun 2011
Tentang Penyelenggara Pemilu untuk penyelenggara di tingkat kecamatan adalah
Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6
(gnam) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan
setelah pemungutan suara; bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun 2014, bahwa Dalam hal pelaksanaan tahapan pemilukacla bersamaan dengan
tahapan pomilu anggota DPR, DPD dan DPRD, malca PPK dan PPS dikukuhkan sebagai
PPK dan PPS Pemilu anggota DPR, DPD dnn DPRD sepanjangmasih bersedia dan
memenuhi syarat; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di
atas, perlu ditetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan ditiap Kecamatan dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu untuk Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
DaerahTahun 2014;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor
02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5189; Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
NegaraTahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Tahun
2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246); Undang-Undang Nomor
08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5316); Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan
Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun
2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Peneyelenggara Pemilihan Umum;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi



Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008,
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota scbagaimana diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07
Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2012, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1205); Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 299); Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Luwu Nomor 15/Pilbup/Kpts/KPU-025-433371/I11/2012 tentang
Pembentukan Dan Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se kab. Luwu untuk
pemilihan bupati dan wakil bupati luwuTahun 2013;

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Luwu ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 7
Februari 2017

- Lampiran 5 Halaman



